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PEMBAHASAN

A. Pembahasan Penelitian
1. Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum
Positif
a. Pengawasan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun
2019 di Kabupaten Tulungagung.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan kampanye
pemilu 2019 di Kabupaten Tulungagung menjadi Tugas Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Tulungagung. Pengawasan
dilakukan terhadap setiap kegiatan Kampanye Peserta Pemilu
Seatau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu dalam hal
meyakinkan  pemilih  dengan menawarkan visi, misi,

program/atau menyampaikan citra diri dari peserta pemilu.

Fungsi pengawasan Bawaslu pada pemilu berdasarkan
pada Undang Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara
Pemilu sebenarnya hampir sama dengan pemantau pemilu,
pengamat pemilu, bahkan media. Dari keempat fungsi ini, tiga
fungsi pertama sudah ada lembaga yang mengurusnya. Fungsi

pertama, yakni fungsi pengawasan atas pelaksanaan seluruh

% Undang Undang No 7 Tahun 2017 Angka 27
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tahapan proses penyelenggaraan pemilu, dilaksanakan oleh
berbagai unsur organisasi masyarakat sipil, seperti lembaga
pemantau Pemilu, media massa, bahkan partai politik. Fungsi
kedua, yakni fungsi menampung, mengkaji dan meneruskan
laporan mengenai dugaan pelanggaran Ketentuan Administrasi
Pemilu yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh KPU/KPU
Provinsi/KPU Kabupaten-Kota tanpa perantara. Fungsi ketiga,
yakni menampung, mengkaji dan meneruskan laporan mengenai
dugaan pelanggran ketentuan pidana pemilu kepada Kepolisian
RI. Fungsi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung oleh
Polri, seperti yang dilakukan oleh Polri atas pengaduan dugaan
pelanggaran jenis tindak pidana lain. Fungsi keempat, yakni
menampung gugatan peserta pemilu terhadap putusan KPU, dan
menyelesaikan sengketa pemilu baik yang bersifat fnal mengikat
maupun yang tidak bersifat final mengikat, yang sesungguhnya
dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara seperti

kasus sengketa mengenai peserta pemilu dan daftar calon.”’

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan pemilihan

" Prof. Ramlan Surbakti, Hari Fitrianto, Transformasi Bawaslu dan Partisipasi
Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu, (Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,
2015) hal. 1
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umum. Terdapat beberapa pasal mengenai pengawasan Alat

Pegara Kampanye, terdapat pada Pasal 25 ayat 1 dan 3

Pasal 25

(1) Pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat

umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf

d dilakukan dengan memastikan:

a.

Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan
dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak
dan disebarkan oleh Peserta Pemilu sesuai dengan
desain dan materi Bahan Kampanye yang diserahkan
kepada KPU,;

Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan desain yang disampaikan oleh Peserta Pemilu;
Adanya surat keputusan penetapan jumlah maksimal
Alat Peraga Kampanye dari KPU, KPU Provinsi,
dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan

Adanya persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau
KPU Kabupaten/Kota untuk penggantian Alat Peraga
Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat

Peraga Kampanye yang sama.
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(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara:

a. melakukan pengawasan langsung;

b. mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah
maksimal Alat Peraga Kampanye;

c. mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari
KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota
untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang
dicetak oleh Peserta Pemilu;

d. mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU
Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk
penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak; dan

e. mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat

Peraga Kampanye.®®

Mengenai pemasangan APK yang tidak sesuai peraturan
terdapat kebijakan yang telah dijelaskan dalam pelanggaran yang
terdapat dalam PKPU No 33 Tahun 2018 disebut pelanggaran
administrasi pemilu terdapat 16 temuan dari Bawaslu, sedangkan
yang melanggar Peraturan Bupati No 49 tahun 2017 termasuk

pelanggaran hukum lainnya terdapat 112 temuan dari Bawaslu.*®

*®Ibid Pasal 25
% Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum
pada tanggal 21 November 2019
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Terhadap pelanggaran pemilu dalam tahapan kampanye di
Kabupaten ~ Tulungagung.  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu
Tulungagung) memberikan sanksi administratif kepada peserta
pemilu, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan organisasi
penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan kampanye
berupa peringatan tertulis, kemudian penurunan atau pembersihan

Alat Peraga Kampanye®.

Penjatuhan sanksi tersebut, setelah melalui serangkaian

proses penanganan pelanggaran (penindakan) yang meliputi :

a. temuan/penerimaan laporan

b. pengumpulan alat bukti

c. Klarifikasi

d. serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada
instansi yang berwenang

e. pengkajian; dan/atau

f. pemberian rekomendasi.®*

Teknisnya, mengacu pada prosedur penanganan
pelanggaran yang diatur Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018,
sebelum dilakukan penertiban, Bawaslu Kabupaten Tulungagung
terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada tim partai

politik, tim kampanye untuk menertibkan APK yang melanggar

% perbawaslu nomor 33 tahun 2018 Pasal 46 ayat 1
81 perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilu Pasal 3
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dalam waktu 1x24 jam. Jika dalam waktu 1x24 jam belum
diturunkan oleh pihak terkait, Bawaslu berkoordinasi dengan

Satpol PP untuk menertibkannya®.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan
bahwa Bawaslu mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tahapan
dalam pemilihan umum, khususnya juga dalam pengawasan Alat
Peraga Kampanye. Kinerja bawaslu dalam pengawasan Alat
Peraga Kampanye meliputi pencegahan dan penindakan.
Pencegahan dilakukan sebelum adanya pelanggaran. Bawaslu
melakukan sosialisasi dan pendidikan peserta pemilu melalui
acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi
Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, dan partai politik (caleg)
tim kampanye. Terkait penindakan dilakukan setelah terjadi
pelanggaran, data atau temuan yang telah dikaji oleh Bawaslu,
jika terbukti APK melanggar peraturan, maka Bawaslu akan
mengirimkan surat rekomendasi penertiban APK kepada Satpol

PP%,

Dalam melakukan tugasnya, terdapat beberapa kendala
yang dari Bawaslu, diantaranya; kendalanya yang pertama,
kendala internal yaitu di pengaruhi faktor aturan yang multitafsir

dari peraturannya, yang kedua kendala eksternal dipengaruhi

%2 Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum
pada tanggal 21 November 2019

%3 Hasil Wawancara dengan Bapak Fayakun Ketua Badan Pengawas Pemiluhan Umum
pada tanggal 21 November 2019



66

belum fahamnya peserta pemilu atau tim kampanye yang
memasang di tempat yang seharusnya dilarang. Ada beberapa
faktor yang membuat pelanggaran ini berlangsung, Pertama
lemahnya kontrol dari pemimpin parpol, kedua lemahnya aturan
sanksi terhadap parpol yang melanggar, karena pelanggaran ini
hanya sanksi administratif, hanya teguran, tidak ada sanksi tegas.

Jadi ini yang membuat mereka leluasa melanggar®.

Penertiban Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019

di Kabupaten Tulungagung

Dalam masa Pemilu 2019, penertiban Alat Peraga
Kampanye dilakukan oleh Organisasi Perangkat Dearah yang
berwenang untuk menertibkan APK yaitu Satpol PP. Satpol PP
juga berkoordinasi dengan Bawaslu ketika saat pemantauan
adanya APK vyang penempatannya tidak sesuai peraturan.
Koordinasi mulai dari awal kampanye sampai dengan masa hari
tenang. Setelah menemukan beberapa APK yang melanggar
tersebut satpol PP juga menunggu dari Bawaslu apakah hal
tersebut memang melanggar, dan dari bawaslu akan memberikan
surat rekomendasi penertiban dan penurunan dari APK yang

melanggar.

Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan

hukum vyang diselenggarakan sesuai dengan peraturan

® bid
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perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2018 Tentang Pengawasan pemilihan umum Pasal 26,

yang berbunyi
Pasal 26

(1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan
Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi
penurunan dan pembersihan Alat Peraga
Kampanye dan Bahan Kampanye kepada pihak terkait.

(2) Dalam hal penurunan dan pembersihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pengawas Pemilu berkoordinasi

dengan Satuan Polisi Pamong Praja.®

Hasil penelelitian dilapangan menunjukkan bahwa Satpol
PP melakukan pemantauan, yaitu pemantauan terhadap APK dari
calon/peserta pemilihan umum yang terpasang tidak sesuai
peraturan yang berlaku, dalam penertiban Satpol PP melakukan
pemantauan yang terdiri dari 10 personil setiap harinya. APK

yang telah ditertibkan sejumlah 1676 buah APK di serahkan ke

% |bid Pasal 26
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Bawaslu, dan tim partai politik, tim kampanye, penyelenggara

APK akan diberikan teguran secara langsung dari Bawaslu.®®

Hambatan Satpol PP untuk penertiban APK hambatan di
keterbatasan personil, lalu faktor jarak yang dari kantor menuju
ke seluruh kabupaten tulungagung itu memerlukan jarak yang
jauh, dikarenakan juga anggota yang tidak mencukupi dan

banyak kegiatan®’

Dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban Alat
Peraga Kampanye selama masa kampanye pemilu tahun 2019
sudah dilaksanakan dengan baik tetapi kurang maksimal
dikarenakan kurangnya komunikasi dengan Tim Partai Politik
Penyelenggara Alat Peraga Kampanye, dan masih ada kendala
dikarenakan banyak penyelenggara yang dalam pemasangan Alat
Peraga Kampanye tidak sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan. Kurangnya kesadaran hukum sehingga menimbulkan
ketidaktaatan terhadap sebuah aturan, penyelenggara Alat Peraga
Kampanye harus memiliki kesadaran hukum agar terciptanya

ketertiban dan keamanan.

% Hasil Wawancara dengan Bapak Agung Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan
Polisi Pamong Praja pada tanggal 21 November 2019

*7 1bid
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2. Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tulungagung Persepktif Hukum
Islam

Islam mengajarkan pada umat manusia agar dalam hidup
dan kehidupannya dapat menjaga keseimbangan, keserasian dan
keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Menjaga
keserasian dan keseimbangan aspek jasmaniah dan rohaniah,
material spiritual, aspek individual dan sosial, serta aspek duniawi
dan ukhrawi. Keseimbangan, keserasian dan dan keharmonisan
harus dijaga dalam berbagai aspek kehidupan ini tidak lain dalam
rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia.

Interaksi sesama manusia ini merupakan fitrah dan
sunnatullah, sekaligus merupakan salah satu hubungan yang harus
dijalin oleh manusia diantara hubungan-hubungan lainnya. Karena
ada tiga macam hubungan/interaksi (triple interaction) yang harus
dijalin dan dijaga oleh manusia yaitu hubungan dengan Tuhannya
(habl min Allah), sesamanya (habl min an-nas), dan dengan alam
(habl min al-‘alam). Ketiga macam hubungan ini memiliki sisi
urgensi yang sama, artinya antara hubungan pertama, kedua, dan
ketiga merupakan hubungan yang harus dilakukan oleh manusia
secara seimbang (balance) dan harmonis. Sikap dan hubungan
yang melebihkan salah satu hubungan diantara ketiga hubungan

tersebut, merupakan sikap yang akan dapat membawa manusia
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pada posisi dan keadaan yang kurang harmonis, demikian juga
sebaliknya.®®

Dalam hal pengawasan dan penertiban bertujuan agar tidak
terjadi kemudharatan, salah satunya menghindari terjadinya
kerusakan lingkungan yang disebabkan karena adanya pemasangan
APK vyang tidak sesuai dengan peraturan, sesuai dengan yang

tercantum dalam Q.S Al-a’raf ayat 56 yang berbunyi:
Tl R 5505 Leadlia) 35 (i) (B 50 Y

Terjemahan : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di
muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan
(akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada
orang-orang yang berbuat baik.%

Dalam pandangan Islam, pengawasan dilakukan untuk
meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan
membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi
dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang
bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-

hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-

Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa :

®8 Kutbudin Aibak, Figih Tradisi: Menyibak Keragaman dalam Keberagaman,
(Yogjakarta: Kalimedia, 2015), hal 184

% Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010
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Artinya : Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya
Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada
pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah
keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang,
melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara
jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia
berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia
akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
segala sesuatu’.

Kemudian juga harus didasari atas ketakwaan yang tinggi
kepada Allah, dimana dengan adanya ketakwaan kepada Allah,
maka akan ada rasa takut untuk melakukan suatu kecurangan
dalam pekerjaan dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat apa
yang Kkita perbuat. Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif
jika system pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri.
System pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan

dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang

® Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010
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telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan

perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.”

Dalam penetapan hukum Islam dikenal dengan istilah
siyasah syar’iyyah, yaitu suatu hukum yang didasarkan kepada
kemaslahatan dan kepentingan umum. Oleh karena itu, siyasah
sya’iyyah terkait erat dengan maqasid al-syariah. Tujuan yang
hendak dicapai dalam penetuan hukum adalah kemaslahatan umat
dalam rangka menuju kebahagiaan dan kesejahteraan bersama.
Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan
agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan
untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi
kebutuhan manusia yang merupakan prinsip siyasah syar’iyyah

akan tercapai’®.

Dalam hal penertiban APK dilakukan jika penyelenggara
APK memasang tidak sesuai dengan aturan maka sanksinya APK
tersebut akan dicopot. Hal ini untuk mengurangi jumlah
pemasangan APK yang merusak keindahan lingkungan. Sesuai
dengan QS An Nisa ayat 59, yang berbunyi
=28 a1 sl Oshl | shalal s 0 1 sadal 15l Gl (G

2 P <
ow?® °

Osiaiss 48 O J oDl bl () 85308 o0 (b e Sl Ja
S Grals K Aa® Al 25l Al

! Didin Hafidhuddin. Hendri tanjung, Manajemen Syariah Dalam Praktik. Jakarta; Gema
Insani Press, 2003
"2 Ibn Manzhur, Lisan al-arab, Vol.IX, Dar Shadir, Bairut, 1986/1396, hal. 83.
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya’.

Pemasangan APK sesuai Pasal 298 Undang Undang Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi bahwa
pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota
atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.” Yang dilakukan untuk menjaga estetika,
kebersihan, dan keindahan, Islam menganjurkan perlunya
melaksanakan kebersihan seperti yang terdapat pada H.R at —

Tirmizi: 2723

Sl Al i &) 2 G 4l (e ally ool o 2l B

“ac.a #

(il ol 5 )) 1<) ) el

Artinya : “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari
bapaknya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci
yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai
kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia
Mahaindah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah
tempat-tempatmu” (H.R. at —Tirmizi: 2723)"

”® Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro, 2010
* Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 298 (1) (2)
" Ensiklopedi Hadits Sunan Tirmidzi Hadits No. 2723
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Berdasarkan ayat di atas, sebagaimana dalam pelaksanaan
pemasangan Alat Peraga Kampanye, terdapat dasar hukum yang
harus dipatuhi dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar
adanya ketertiban saat kampanye berlangsung, dengan mematuhi
aturan tidak akan terjadi kerusakan yang akan merugikan keadaan
lingkungan, dan juga memasang ditempat yang dilarang atau yang
tidak seharusnya akan merusak keadaan lingkungan tidak menjaga
estetika, kebersihan, dan keindahan dan akan membahayakan bagi
orang lain. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan.
Sebagaimana dalam pelaksanaan pemasangan Alat Peraga
Kampanye, terdapat dasar hukum yang harus dipatuhi dan
dijalankan sesuai aturan yang berlaku agar adanya ketertiban saat

kampanye berlangsung.





